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KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR :000.8.3.2/21/BAB-Tapan/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hak, tanggung
jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait
dalam  penyelenggaraan pelayanan publik pada

. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir
Selatan, maka perlu menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan
dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan
Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten
Pesisir Selatan tentang Standar Pelayanan pada
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir

Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25), jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



10.

11.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tahun 2016
Atas Peraturan Daerah Nomor 8

zzerl;utatx)llighal’r::mbcntukan dan Susunax? .Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan Nomor 237);

isi Nomor 8

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah  Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2024;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 202.3
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Standar Pelayanan pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Standar Pelayanan pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan meliputi ruang lingkup pelayanan :
A. Pelayanan Perizinan

1. Rekomendasi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

B. P.elayanan Non Perizinan
a. Keamanan dan Ketertiban

2. Rekomendasi/pengesahan surat pengantar
permohonan SKCK, yang sudah disahkan oleh Nagari.

3. Rekomendasi/pengesahan surat pengantar izin
keramaian/penutup jalan.

4. Rekomendasi/pengesahan surat keterangan domisili
organisasi Masyarakat / politik.

b. Sosial kemasyarakatan
5. Rekomendasi/pengesahan surat keterangan miskin.
6. Surat Keterangan Dispensasi nikah.

7. Rekomendasi/pengesahan Surat Keterangan Meninggal
Dunia

c. Pemerintahan
8. Rekomendasi/pengesahan keterangan ahli waris.

9. Rekomendasi/pengesahan kerelaan tanah untuk fasilitas
umum.



10. Rekomendasi/pengesahan walfaf tanah. .
11. Rekomendasi/pengantar pencairan dana Nagari.

d. Umum dan Kepegawaian
12. Rekomendasi/pengesahan surat keterangan untuk
mendapatkan pembayaran tunjangan Keluarga (KP4),
13. Rekomendasi/pengesahan proposal perorangan/
kelompok.
14. Rekomendasi/pengesahan pernyataan penghasilan.
15. Rekomendasi penelitian.

KETIGA : Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh
penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian
kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggara, aparat
pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Basa Ampek
Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tapan
Pada tan : Januari 2024
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